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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persoalan kejahatan telah menduduki tempat utama sebagai sasaran 

pembahasan dalam berbagai pertemuan ilmiah, pernyataan-pernyataan 

kalangan resmi pemberitaan media massa serta pembicaraan warga 

masyarakat. Masalah ini kian mengedepankan oleh karena realitas 

meluasnya korban langsung dari kejahatan maupun tidak langsung dari 

kejahatan, dan mungkin pula sebagai hasil penggambaran terjadinya 

peningkatan kuantitatif maupun kualitatif jenis-jenis kejahatan tertentu. 

Akan tetapi yang jelas sebagaimana diakui oleh pihak resmi maupun 

masyarakat umum adalah timbulnya situasi-situasi ketakutan pada 

kejahatan (fear of crime), yang menyentuh segenap lapisan masyarakat. 

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi,sistem politik,situasi sosio-

historik, nilai-nilai dan norma-norma hubungan-hubungan kekuasaan dan 

hukum yang berlangsung sering kali berdampak ganda pada satu pihak 

memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat dalam arti luas termasuk terpenuhinya 

kebutuhan akan rasa aman.  Sedangkan pihak lain juga menghasilkan 

semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogenik yang 
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2 

melatarbelakangi timbulnya pelbagai bentuk kejahatan. Di wilayah 

perkotaan, pertumbuhan faktor-faktor kriminogenik tidak lepas  kaitannya 

dengan pengembangan fungsi kota yang semakin menjadi simpul interaksi 

sosial budaya yang sangat mempengaruhi nilai, norma,pandangan, sikap 

dan perilaku warganya. Ketidak mampuan eko-sosial kota dirasakan 

bertambah ketika kota tampil sebagai tempat persemaian unsur-unsur 

sistem budaya “modern”, sarat oleh simbol modernitas serta segenap nilai-

nilai disekitarnya, padat oleh kemajuan.
1
 

Namun menurut Made Darma Weda dalam bukunya Kriminologi 

kejahatan tidak hanya muncul di perkotaan maupun masyarakat modern,  

namun juga muncul dalam masyarakat primitif.
2
 

Kejahatan sendiri pengertiannya bisa cukup luas, namun juga bisa 

dikatakan kejahatan adalah:
3
 

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada 

waktu tertentu. 

2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 

3. Perbuatan  yang diancam dengan hukuman atau suatu perbuatan anti sosial 

yang sengaja merugikan serta menggangu ketertiban umum, perbuatan  

yang boleh dihukum oleh negara.  

                                                 
1
 Mulyana W.Kusuma, Kejahatan dan Penyimpangan dalam Prespektif Kriminologi (Jakarta : 

YLBH, 1998),1. 
2
 Made Darma Weda, KRIMINOLOGI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1969), 69. 

3
 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, 

(Jakarta: Advokat atas  Hak Asasi Perempuan), 28. 
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Pendapat di atas mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan 

kepentingan sosial dan ditemukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsur 

kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang disatu 

sisi harus pula ada undang-undang yang menentukan.  

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah 

kejahatan perkosaan atau pemaksaan dalam persetubuhan. Kejahatan ini bukan 

merupakan kejahatan yang baru. Kejahatan perkosaan sama tuanya dengan 

keberadaan manusia. Pemunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, 

melainkan juga masyarakat primitif.
4
 

Persetubuhan dalam KUHP disebut juga dengan kejahatan kesusilaan di 

mana seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengannnya diluar perkawinan.
5
 Sedangkan membujuk 

anak melakukan persetubuhan adalah setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
6
 

Mengenai fenomena ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan terhadap 

tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan  dalam UU No. 4 

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbaruhi dengan UU 

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian diperbaruhi lagi 

                                                 
4
 Made Darma Weda, KRIMINOLOGI…,69. 

5
 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya (Jakarta: Aksara 

Baru,1981), 56. 
6
 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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dan juga berlaku sekarang yakni UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 76D dengan ancaman hukuman pada pasal 81 ayat (2).
7
 

Pasal 76D “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan. 

Pasal 81 ayat (2) “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangakaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.” 

Sebagaimana pada ayat (1) yang menjelaskan. Pasal 81 ayat (1) “ Setiap orang 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D  dipidana 

penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas tahun) 

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Sehubungan dengan perilaku di atas, Islam mengakui bahwa manusia 

mempunyai hasrat yang paling tinggi dan besar untuk melangsungkan 

hubungan seksual, terutama terhadap lawan jenis. Untuk itu Islam melalui 

hukum yang berdasarkan al-Qur’a>n dan Hadis mengatur penyaluran 

kebutuhan biologis yang halal dan sah.
8
 

Dalam al-Qur’a>n menjelaskan pada surat al-Isra>’ (17) : 32 

                      

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
9
 

 

                                                 
7
 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

8
 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer  (Jakarta: 

PT Andiguana), 75. 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 

284. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

 

 

Ulama’ menjelaskan bahwa kalimat janganlah kamu mendekati zina 

maknanya lebih dalam dari pada janganlah kamu berzina. Artinya jangan 

mendekati hal-hal yang berhubungan dengan zina sehinggga terbawa dan 

terlena hingga akhirnya berzina.
10

 Menurut Abdul Qadir Audah berpendapat 

bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh 

pelakunya.
11

 Menurut M.Quraish Sihab persetubuhan atau zina adalah 

persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terikat oleh 

akad nikah atau kepemilikan , dan juga tidak disebabkan oleh syubhat 

(kesamaran).
12

 

Namun dalam Islam tindak pidana membujuk anak melakukan 

persetubuhan disertai dengan beberapa perbuatan pemaksaan atau ancaman 

termasuk dalam perbuatan jari>mah sebagaimana dijelaskan dalam surat 

A>li-Imra>n ayat 104: 

                                     

       

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”
13

 

 

                                                 
10

 Nurul Irfan dan Masyrofah, FIQIH JINAYAH (Jakarta: AMZAH,2013) 163. 
11

 Ibid.,18. 
12

 Neng Djubaidah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan DI Indonesia di Tinjau 

Dari Hukum Islam (Jakarta: KENCANA 2010), 120.  
13

 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya,…104. 
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Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan 

jari>mah. Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai 

sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya baik pelanggaran-

pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti 

membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda 

lainnya. Sedangkan jari>mah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-

hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang 

diancam dengan hukum h{ad atau ta’zi>r.
14 

Mengatasi kejahatan persetubuhan yang merupakan fenomena yang ada 

dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi 

mengapa perbuatan tersebut terjadi. 

Di Ngawi ada peristiwa atau kasus membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan dengannya yaitu antara “GE” dan “IO” yang menimpa “IO” 

sebagai korban dan “GE” sebagai pelaku atau terdakwa yang telah diputuskan 

oleh pengadilan Negeri Ngawi NO.35/pid.sus/2015/PN.Ngw. korban 

merupakan anak dibawah umur.  

Peristiwa ini berawal ketika mereka sedang berstatus pacaran, “GE” 

memaksa “IO” untuk melakukan persetubuhan dengannya. “GE” berjanji tidak 

akan terjadi apa-apa. Namun “IO” takut bahwa dia nanti akan hamil. Tapi 

“GE” berjanji ini tidak akan sampai hamil. Kejadian itu berulang sampai 

empat kali, di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda juga.  

                                                 
14

 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, Persada, 2000), 11. 
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Di dalam hasil keputusan pengadilan negeri Ngawi yakni 

NO.35/pid.sus/2015/PN.Ngw, dalam perkara tindak pidana memaksa melakukan 

persetubuhan terhadap anak diputuskan bahwasanya terdakwa “GE” telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak 

untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” oleh karena itu terdakwa dijatuhkan 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000,- (enam puluh 

juta rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.  

Pada pasalnya menjelaskan, bahwasanya “Setiap orang dengan sengaja 

melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas 

tahun) dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,-(enam 

puluh juta rupiah)". Dengan berbagai alasan yang meringankan hukuman 

terdakwa dikenai yang paling ringan.  

Dalam putusan tersebut diketahui bahwasanya masih menggunakan 

Undang-undang yang lama yakni UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Padahal  sudah terbit Undang-Undang yang baru yakni UU No.35 Tahun 

2014  Perubahan atas UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Di lihat dari tanggal putusannya yakni diputuskan pada hari selasa, tanggal 

23 April 2015. Yang pada saat itu pula UU No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak mulai berlaku pada  tanggal yang diundangkan yaitu tanggal 
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17 Oktober 2014. Dengan demikian putusan ini masih menggunakan undang-

undang yang lama. 

Namun dilihat pada kronologinya pula, yang tertera dalam isi putusan 

kejadian itu terjadi sekitar pada bulan Desember 2013 sampai bulan Februari 

2014. Dalam artian UU No.35 Tahun 2014 belum berlaku ketika kejadian atau 

peristiwa dalam kasus pada putusan .35/pid.sus/2015/PN.Ngw, itu terjadi. Namun 

jika dilihat dari tanggal putusannya yakni tanggal 23 April 2015, berarti 

perubahan UU No.35 tahun 2014 terjadi perubahan ketika perkara masih dalam 

proses persidangan.  

Asas legalitas secara jelas dapat diketahui di dalam Pasal 1 Ayat (1) 

KUHP  yang berbunyi : “sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

sebelumnya”.
15

 

Dari bunyi di atas dapat diketahui isi utama dalam asas legalitas tindak 

pidana harus dirumuskan dalam undang-undang, dan undang-undang tersebut 

harus ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Bahwa makna asas legalitas 

adalah perbuatan yang dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-

undangan dan undang-undang yang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau 

lex certa.
16

 

                                                 
15

 KUHP pasal 1 ayat (1). 
16

 Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 24-25. 
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Di dalam hukum pidana Islam ada asas legalitas yang menyatakan bahwa 

tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang 

mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur’a>n Surah al-Isra>’ (17) ayat 15 : 

                     

                    

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 

Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi 

(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat 

memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum 

Kami mengutus seorang rasul.
17

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya, Allah tidak akan menjatuhkan 

hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban 

manusia sebelum, adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui RasulNya. 

Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah 

kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni taklif atau beban 

yang sanggup dikerjakan.  

Dalam arti jika sesuatu kejahatan itu dilakukan sebelum adanya undang-

undang yang berlaku maka tidak akan ada sanksi bagi pelakunya. Namun 

bagaimana jika adanya perubahan dalam pemberlakuan suatu hukum. 

 

 

                                                 
17

 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya,…284 
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Dalam KUHP pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : 

“ jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka 

kepada terdakwa dikenakan hukuman yang menguntungkan baginya”.
18

 Maksud 

ayat 2 pasal 1 ialah, bahwa apabila peristiwa pidana dilakukan sebelum ketentuan 

pidana yang mengenai peristiwa pidana itu diubah, sehingga peristiwa pidana ini 

dapat dikenakan dua macam ketentuan pidana ialah yang lama dan yang baru, 

maka hakim harus menyelidiki terlebih dahulu ketentuan pidana manakah yang 

lebih menguntungkan kepada terdakwa yang lamakah atau yang baru.
19

 

Sedangakan dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa aturan yang 

paling menguntungkan bagi pelaku jari>mah lebih diutamakan walaupun aturan 

itu dibuat setelah perbuatan jari>mah tersebut dilakukan.
20

 

Dari paparan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang tinjaun hukum pidana Islam mengenai bagaimana pertimbangan hakim 

terhadap putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. tentang tindak pidana membujuk 

anak untuk melakukan persetubuhan. 

 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

                                                 
18

 KUHP Pasal 1 ayat (@2). 
19

 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Poletia, 1991), 28. 
20

 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas hukum pidana 

Islam),… 57. 
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Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Pengertian tindak pidana membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan. 

2. Pengertian tindak pidana membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan dalam hukum pidana Islam. 

3. Putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada 

putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 

4. Asas legalitas. 

5. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam. 

6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 

35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 

7. Sanksi yang menguntungkan bagi pelaku dalam hukum positif dan 

hukum pidana Islam. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi 

penulisan karya ilmiah ini dengan batasan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan dalam putusan No. 35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap tindak pidana 

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dalam putusan No. 

35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan No. 

35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw. tentang tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan. 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 

pada putusan No. 35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw tentang tindak pidana 

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut. 

Penelitian tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan  memang sudah cukup banyak dan beragam, namun 

keberagaman tema tersebut justru merefleksikan suatu yang berbeda baik 

mengenai obyek maupun fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian atau tulisan yang sejenis adalah tulisan Ika Fenny Widiawati 

Fakultas Syari’ah prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel 

Surabaya tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman 

Bagi Perempuan yang Membujuk Anak laki-laki Melakukan 

Persetubuhan (studi putusan N0.815 K/PID.SUS/2014)”. Dengan 

kesimpulan dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa dilihat dengan 
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hal yang terdakwa merusak masa depan korban yang masih tergolong 

anak-anak, sedang yang meringankan karena terdakwa belum pernah 

dihukum dan menyesali perbuatannya. Dan menurut analisis hukum 

pidana islam, perbuatan terdakwa dikenai hukuman ta’zi>r. 

2. Tulisannya Moh.Syafroni Fakultas Syari’ah prodi jinayah siyasah, 

UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia” dengan kesimpulan 

tindak pidana pedofilia terjadi apabila ada persetubuhan itu di luar 

pernikahan yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa. 

Korban belum dewasa. Sedangakan menurut hukum Islam hukuman 

rajam memang layak dijadikan sanksi tindak pidana pedofilia. 

3. Tulisannya Risnawati Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana  

Universitas Hasanudin Makassar tahun 2014 tentang “Tinjauan 

Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (studi kasus 

putusan No 761/Pid.B/2013/PN.Makassar)” dengan kesimpulan 

penerapan hukum pidana materil pada putusan telah sesuai dengan 

pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. 

4. Tulisannya Aditya Widyatmoko Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta tahun 2010 tentang “Komparasi Asas Legalitas Dalam 

Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Dengan Kesimpulan perbedaan asas legalitas dalam hukum 

pidana Islam dengan KUHP yaitu dalam hukum pidana Islam yaitu 

mengakui sumber tertulis dan tidak tertulis dimana memberikan 
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kepastian hukum formal dan material sedangkan dalam KUHP hanya 

mengakui sumber tertulis hanya memberikan kepastian hukum formal. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap putusan No. 

35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw. tentang tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan. 

2. Untuk memahami analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim pada putusan No. 35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw. tentang tindak 

pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa 

beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis 

penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan 

memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan 

hakim terhadap putusan No. 35/Pid.sus/2015/Pn.Ngw tentang tindak 

pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 

2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang 
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diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakkan 

hukum demi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta 

menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, 

dapat ikut mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang 

diharapkan bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan 

kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang dasar 

serta al-Qura>n dan al-Hadis.  

 

G. Definisi Operasional 

 Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka 

perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional 

dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang 

arah dan tujuannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami maksud yang terkandung. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Putusan No. 35/Pid.Sus/2015/Pn.Ngw. Tentang Tindak 

Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan”. 

Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul 

skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang: 

1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai 

sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya baik 

pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau 

non fisik. Dalam hal ini mengenai Jarima>h zina yakni membujuk 
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anak untuk melakukan persetubuhan adalah wanita maupun anak 

yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). 

2. UU No.23 tahun 2002 adalah undang-undang tentang perlindungan 

anak dalam hal ini mengenai sanksi bagi pelaku membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan. 

3. Putusan No.35/pid.sus/2015/PN.Ngw adalah putusan mengenai 

perkara membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (library 

research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan 

dengan pokok bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan 

No. 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. tentang tindak pidana membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini 

akan digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan dan asas 

perundang-undangan. 

 

1. Data yang dikumpulkan  

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang di 

kumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

a.  Data tentang tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan dalam putusan 

No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 
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b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan 

No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 

2. Sumber Data 

 Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan 

menentukan keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini 

sumber data yang dihimpun dari: 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni 

putusan No.35/pid.sus/2015/PN.Ngw. Dimana data 

diperoleh dari situs resmi pengadilan tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang 

penulis bahas. Diantaranya: 

1) A. Djazuli Fiqih Jinaya>h 

2) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, 

Problematika Hukum Islam Kontemporer. 

3) Prof. Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

4) Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 

5) Mr. Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dengan penjelasannya, 

6) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 
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7) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi  

 Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian 

dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah 

dengan pengumpulan data literatur, yaitu dari dokumen 

putusan No.35/pid.sus/2015/ PN.Ngw. yang dilengkapi 

dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan 

dengan implementasi undang-undang no 23 tahun 2002. 

Bahan bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-

buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama 

dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. 

4. Teknik Pengolahan Data 

 Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang 

diperoleh, terutama dengan kelengkapan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan keselarasan antara yang satu  dengan yang 

lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali 

kelengkapan data-data putusan No.35/pid.sus/2015/ 

PN.Ngw, tentang tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan terkait dengan asas legalitas 
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ditinjau dari hukum pidana islam mengenai sanksi yang 

menguntungkan bagi tersdakwa serta kesusaian data-data 

dari putusan dengan data-data dari kepustakaan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak 

pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

perkara pada putusan No.35/pid.sus/2015/ PN.Ngw. 

c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan 

pada bab III dan menganalisis pada bab IV dalam rangka 

untuk menunjang atas proses menjawab permasalahan yang 

dipaparkan di dalam rumusan masalah. Tinjaun hukum 

pidana Islam terhadap putusan No. 

35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara 

memaparkan tentang tindak pidana membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan dalam memutuskan 

perkara pada putusan No.35/pid.sus/2015/ PN.Ngw 
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2) Deduktif, yaitu pola fikir yang membahas persoalan 

yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat 

umum berupa tinjauan hukum pidana Islam terhadap 

putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian 

yang dilakukan. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 

lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai 

hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. 

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya 

sebagai berikut: 

Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua landasan teori yang membahas tentang tinjauan hukum 

pidana Islam terhadap putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. meliputi: 

pengertian pemaksaan persetubuhan dalam hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam,  asas legalitas dan UU No. 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, serta konsep konsep menguntungkan bagi terdakwa 

dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. 

Bab ketiga memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari proses 

meneliti data-data dari putusan Pengadilan Negeri Ngawi mengenai 

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.35/pid.sus/2015/ PN.Ngw. tentang 

tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 

Bab ke empat  menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim 

terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw 

tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

serta ditinjau dari hukum pidana Islam. 

Bab ke lima tentang penutup yang menguraikan mengenai 

kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan 

proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada 

para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini. 

 

 


